



A. Latar Belakang Masalah 
Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan 
atau program yang telah direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka 
waktu tertentu. Suyadi Prawirosentono (1999 : 2) mendefinisikan kinerja 
sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika. Membahas tentang kinerja, dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, 
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom, lalu pada angka 4 dijelaskan 
bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan 
bagian dari penyelenggara pemerintahan, sehingga DPRD memiliki tugas 
pokok dan fungsi sebagai badan legislatif daerah yaitu fungsi menampung 
dan menyalurkan aspirasi, pengawasan, dan penganggaran. Berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang selanjutnya disebut MD3, pada 
pasal 365 telah mengatur segala hal berkaitan dengan pemerintahan 
daerah, sehingga setiap tindakan dari DPRD berdasar pada Undang-
Undang. DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki agenda 
kegiatan serta rencana kerja setiap tahunnya yang dibuat berdasarkan tugas 
pokok dan fungsi. 
DPRD sebagai Lembaga Legislatif memiliki tiga fungsi yang 
saling berkaitan, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 
Ketiga fungsi tersebut bekerja sesuai tugas pokok DPRD serta 
mewujudkan kepemerintahan yang baik. Ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip 
dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, 
artinya bahwa setiap penyelenggaraan baik perencanaan, pelaksanaan 
hingga penyelesaian hasil ahir harus sesuai dengan prinsip otonomi daerah. 
Pada abad ke-20,  terdapat cara baru berpemerintahan, sehingga muncul 
istilah good governance atau kepemerintahan yang baik, yang memiliki 
Sembilan aspek yang mendasari, partisipasi, penegakan hukum, trasparasi, 
responsive, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas, akuntabilitas serta 
visi yang strategis.  
Sebuah thesis pasca sarjana Universitas Diponegoro, Oleh AG. 
Sutriyanto Hadi, meneliti mengenai kinerja DPRD Propinsi Jawa Tengah 
tahun 1999-2004, menjelaskan evaluasi kinerja DPRD Jawa Tengah dilihat 
dari aspek akuntabilitas, responsivitas, transparasi dan produktivitas. 
Kemudian pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah 
tentanganggaran pendapatan dan belanja daerah kota padang panjang 
tahun 2006, artikel  sebanyak 22 halaman oleh Nurhayati mahasiswa 
program pasca sarjana Universitas Andalas Padang tahun 2008, membahas 
tentang  bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Padang Panjang  tahun 2006, serta faktor apa sajakah yang menjadi 
kendala  pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan daerah di 
Kota Padang Panjang. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan 
Objek Wisata Goa Putri Di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji 
Tahun 2011. Oleh Novia Kencana, Mardianto, Junaidi merupakan 
penelitian evaluasi menggunakan model CIPP. Penelitian yang penulis 
laksanakan melengkapi penelitian sebelumnya walaupun dalam tingkat 
yang berbeda. Penelitian yang pertama penulis cantumkan sebagai 
penelitian terdahulu memiliki perbedaan lokasi. Tingkat daerah dan 
propinsi, namun dari segi materi, penelitian yang penulis laksanakan lebih 
lengkap karena mencakup sembilan aspek dari Good Governance.  
Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai 
kepemerintahan yang baik, namun hanya terfokus pada satu fungsi, atau 
pada topik tertentu pada pelaksanaan fungsi. Sebagai pembaruan 
penelitian, penulis menyempurnakan judul penelitian menjadi, “Kinerja 
DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 dalam Mewujudkan Good 
Governance di Kabupaten Grobogan. (Studi Analisis Fungsionalisme 
Struktural “AGIL” Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan 
Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam 




















B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
legislasi demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan? 
2. Bagaimana kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
anggaran demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan? 
3. Bagaimana kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan? 
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tiga 
fungsi tersebut demi mewujudkan good governance di Kabupaten 
Grobogan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dilaksanakannya penelitian di Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
legislasi demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan,  
2. Mengetahui kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
anggaran demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan,  
3. Mengetahui kinerja DPRD Grobogan dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan demi mewujudkan good goverance di Kabupaten 
Grobogan,  
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
melaksanakan tiga fungsi tersebut demi mewujudkan good 
governance di Kabupaten Grobogan.  
D. Manfaat Penelitian 
Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka diharapkan manfaat 
yang dapat diambil ialah : 
a. Manfaat Praktis 
1. Penulis dapat memahami bagaimana kinerja DPRD Grobogan 
dalam melaksanakan fungsi legislasi demi mewujudkan good 
goverance di Kabupaten Grobogan, 
2. Penulis dapat memahami bagaimana kinerja DPRD Grobogan 
dalam melaksanakan fungsi anggaran demi mewujudkan good 
goverance di Kabupaten Grobogan, 
3. Penulis dapat memahami bagaimana kinerja DPRD Grobogan 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan demi mewujudkan good 
goverance di Kabupaten Grobogan, 
4. Penulis dapat memahami faktor pendukung dan penghambat dalam 
melaksanakan tiga fungsi tersebut demi mewujudkan good 
governance di Kabupaten Grobogan, 
5. Sebagai Evaluasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam 
melaksanakan Otonomi Daerah. 
b. Manfaat Teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan serta 
memperluas khazanah ilmu terutama kajian sosiologis yang berhubungan 
dengan evaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten 
Grobogan. 
 
